
 
 

 
 

 

BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 
NOMOR 8 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN ATAS 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI  LUMAJANG, 

 
Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri dalam 

Negeri Nomor 188.34-5707 Tahun 2016 tentang pembatalan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keputusan Gubernur 
Jawa Timur Nomor 188/69.K.KPTS/013/2016 tentang 
Pembatalan 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 

maka perlu mengatur Pencabutan Atas 4 (empat) Peraturan 
Daerah, dengan Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3037); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang 
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang 
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3445); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisa Menganai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3838); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang 
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4156); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repulik 
Indonesia Nomor 5533); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah   Kabupaten    Lumajang   Tahun   2016   Nomor 

16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang 
Nomor 90). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG 
dan 

BUPATI  LUMAJANG, 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PENCABUTAN ATAS 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH.  
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Pasal 1 
 

Dengan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi : 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 
2006 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten 
Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib Dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan; dan 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di 
Kabupaten Lumajang; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. 
 
 

Ditetapkan di Lumajang 

pada tanggal 27 Juli 2017 
 

BUPATI LUMAJANG, 

 
ttd. 

 
Drs. H. AS’AT, M.Ag. 

 

Diundangkan di Lumajang 
pada tanggal 27 Juli 2017  
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LUMAJANG 

 
ttd. 

 
Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.AP 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19721218 199201 1 001 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 8 
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR:176-  8/2017. 
 

PARAF KOORDINASI 
JABATAN PARAF TANGGAL 

Plt. Sekda   

Asisten   
Ka. BPKD   
Kabag Adm ESDA dan Perekonomian   
Kabag Adm Pemerintahan   

Kabag Hukum   
 


